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 Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada 

lima Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Balangan. Program ini 

berperan penting dalam memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi 

pada pelayanan publik, meskipun capaian akreditasi puskesmas belum sepenuhnya 

mencerminkan kesiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, 

and Product (CIPP) yang dipadukan dengan analisis studi kasus Yin. Data dikumpulkan 

melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala puskesmas, tim 

pembangunan zona integritas, pengguna layanan, serta Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan reformasi telah 

dipahami, namun belum terinternalisasi secara konsisten dalam perencanaan, 

pengelolaan sumber daya, dan praktik pelayanan. Hambatan utama meliputi 

keterbatasan kapasitas pegawai, variasi komitmen pimpinan, lemahnya monitoring, 

serta implementasi enam area perubahan yang masih berorientasi administratif. Hanya 

satu puskesmas memenuhi ambang batas usulan WBK. Penguatan integrasi akreditasi, 

manajemen kinerja, pengawasan APIP, serta internalisasi nilai etika, tanggung jawab 

kewargaan, dan keadilan sosial diperlukan agar reformasi birokrasi menghasilkan tata 

kelola pelayanan publik yang berintegritas dan berkelanjutan. 

Kata kata kunci: 

Zona Integritas; 

Etika Publik; 

Tata Kelola Pemerintahan; 

Pelayanan Publik; 

Puskesmas. 
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 Evaluation of Integrity Zone Development Based on Public Ethical Values in 

Community Health Centers of Balangan Regency. This study aims to evaluate the 

implementation of the Integrity Zone development program in five Community Health 

Centers (Puskesmas) under the Regional Technical Implementation Units in Balangan 

Regency. The program plays a crucial role in strengthening clean, accountable, and 

service-oriented governance; however, accreditation achievements do not necessarily 

reflect readiness to attain the Corruption-Free Area (WBK) designation. This study 

employed a qualitative evaluative approach using the Context, Input, Process, and 

Product (CIPP) evaluation model integrated with Yin’s case study analysis. Data were 

collected through interviews, observations, and document analysis involving heads of 

community health centers, Integrity Zone development teams, service users, and the 

Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The findings reveal that the need 

for bureaucratic reform has been recognized but has not been consistently 

institutionalized in planning, resource management, and service delivery practices. 

Major barriers include limited staff capacity, varying leadership commitment, weak 

monitoring mechanisms, and the predominantly administrative implementation of the six 

reform areas. Only one community health center met the threshold for WBK nomination. 

Strengthening the integration of accreditation, performance management, APIP 

supervision, and the internalization of ethical values, civic responsibility, and social 

justice is essential to achieving sustainable integrity-based public service governance. 
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Pendahuluan 

Pembangunan zona integritas merupakan bagian strategis dari agenda reformasi birokrasi di 

Indonesia yang bertujuan mewujudkan unit kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada 

pelayanan publik (Wanisa & Salomo, 2023; Herzegovina et al., 2022). Dalam kerangka kebijakan 

nasional, pembangunan zona integritas tidak hanya diarahkan untuk memperoleh predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tetapi juga untuk 

mendorong transformasi tata kelola organisasi secara berkelanjutan (Peraturan Menteri PANRB Nomor 

90 Tahun 2021). Transformasi tersebut menekankan internalisasi nilai-nilai integritas ke dalam perilaku 

aparatur, proses pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Febrianto et al., 2025). Oleh karena itu, 

keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya diukur dari terpenuhinya persyaratan 

administratif, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai integritas diimplementasikan secara konsisten 

dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Yustia & Arifin, 2023). 

Dalam perspektif pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pembangunan zona integritas 

memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan budaya warga negara yang antikorupsi, 

bertanggung jawab, dan menghormati hak masyarakat atas pelayanan yang adil (Ginting et al., 2025; 

Rafli & Afifah, 2025). Pelayanan publik yang berintegritas merupakan wujud konkret pengamalan nilai 

keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab aparatur kepada warga negara, sejalan dengan 

gagasan good governance dan pelayanan publik yang menempatkan warga sebagai pemilik hak layanan 

(United Nations Development Programme, 1997; Denhardt & Denhardt, 2003). Oleh karena itu, 

evaluasi terhadap zona integritas pada unit pelayanan dasar menjadi relevan, bukan hanya sebagai 

kajian administrasi publik, tetapi juga sebagai kajian penguatan karakter kewargaan dalam praktik 

pemerintahan. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas menjadi lokus yang strategis karena merupakan garda 

terdepan pelayanan kesehatan (Attriani, 2022; Luthfia & Alkhajar, 2019). Unit ini berinteraksi langsung 

dengan masyarakat, mengelola sumber daya yang terbatas, mengambil keputusan layanan sehari-hari, 

dan menghadapi risiko maladministrasi (Rahmadhan et al., 2024; Aziz, 2014). Dengan posisi tersebut, 

pembangunan zona integritas di puskesmas seharusnya tidak dipahami sebagai program tambahan, 

tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen pelayanan kesehatan yang terhubung dengan akreditasi, 

standar pelayanan, manajemen risiko, pengaduan masyarakat, dan pengendalian internal. Dalam 

konteks ini, integritas organisasi tidak hanya bergantung pada moral individu, tetapi juga pada sistem 

pengawasan, aturan, dan pengendalian risiko yang menutup peluang penyimpangan (Klitgaard, 1988; 

Mungiu-Pippidi, 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). 

Kondisi di Kabupaten Balangan menunjukkan adanya paradoks empiris. Sebagian UPTD 

puskesmas telah menunjukkan capaian layanan dan akreditasi yang baik, tetapi kesiapan menuju 

predikat WBK belum merata. Hasil evaluasi kesiapan tahun 2025 menunjukkan hanya satu dari lima 

UPTD Puskesmas yang memenuhi ambang batas pengusulan. Puskesmas sebagai garda terdepan 

pelayanan publik tidak hanya dituntut memenuhi standar akreditasi dan dokumen WBK, tetapi juga 

harus membangun perilaku aparatur yang mencerminkan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, 

tanggung jawab, musyawarah, keadilan, dan pelayanan yang tidak diskriminatif. 

Belum meratanya kesiapan puskesmas menuju WBK menunjukkan bahwa kualitas layanan dan 

akreditasi belum otomatis mencerminkan budaya integritas. Dalam teori kewargaan, Westheimer dan 

Kahne menjelaskan bahwa warga negara yang baik tidak cukup hanya taat aturan, tetapi juga harus 

partisipatif dan berorientasi pada keadilan.  Artinya, aparatur puskesmas perlu memahami ZI sebagai 

tanggung jawab kewargaan (civil responsibility) untuk mencegah maladministrasi, menjaga 

kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang adil. 

Kajian terdahulu mengenai zona integritas lebih banyak menyoroti pengadilan, imigrasi, 

kepolisian, atau unit administrasi lain (Adelia & Prabawati, 2024; Febrianto et al., 2025). Penelitian 
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tentang pembangunan zona integritas pada UPTD puskesmas masih relatif terbatas, terlebih yang 

menempatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai aktor penting dalam pembinaan, 

penilaian, dan penguatan reformasi. Celah penelitian ini penting karena keberhasilan zona integritas 

tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dokumen unit kerja, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, 

pengawasan, dan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan 

zona integritas pada lima UPTD Puskesmas di Kabupaten Balangan dengan menggunakan model CIPP 

yang mencakup dimensi context, input, process, dan product. Penelitian ini juga menganalisis faktor 

yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi serta peran APIP dalam mendukung 

pembangunan zona integritas agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, 

Process, and Product yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (2007) untuk mengevaluasi 

secara komprehensif pembangunan Zona Integritas, mulai dari analisis kebutuhan, kesiapan sumber 

daya, pelaksanaan program, hingga hasil yang dicapai. Dimensi context mengevaluasi kesesuaian 

kebijakan, kebutuhan, dan perencanaan program; input menilai kesiapan sumber daya, kapasitas 

organisasi, serta dukungan kelembagaan; process mengkaji implementasi program melalui perilaku 

aparatur, kualitas pelayanan, dan pelaksanaan enam area perubahan; sedangkan product mengevaluasi 

capaian program yang tercermin pada transparansi pelayanan, akuntabilitas, perlakuan yang tidak 

diskriminatif, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta kesiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK). Untuk memperkuat analisis lintas kasus, penelitian ini mengintegrasikan kerangka 

studi kasus Yin (2018) melalui teknik thematic coding, pattern matching, dan explanation building. 

Penelitian dilaksanakan pada lima UPTD Puskesmas di Kabupaten Balangan, yaitu UPTD Puskesmas 

Juai, Paringin, Paringin Selatan, Tanah Habang, dan Uren, dengan informan yang dipilih secara 

purposive meliputi kepala puskesmas, tim pembangunan Zona Integritas, pengguna layanan, serta 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terlibat dalam pembinaan dan evaluasi. Data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen 

perencanaan, bukti dukung pembangunan Zona Integritas, hasil evaluasi WBK, laporan pelayanan, 

survei kepuasan masyarakat, dokumen pengaduan, dan laporan pembinaan APIP. Keabsahan data 

dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi CIPP, mengidentifikasi pola 

implementasi pada setiap kasus, membandingkan variasi capaian antar puskesmas, serta 

menginterpretasikan temuan menggunakan perspektif tata kelola pemerintahan, integritas 

kelembagaan, implementasi kebijakan, manajemen perubahan, dan pendekatan Ethical-Values and 

Civic yang menempatkan nilai-nilai Pancasila, etika publik, tanggung jawab kewargaan, serta keadilan 

sosial sebagai landasan dalam menilai kualitas pembangunan Zona Integritas. Penelitian ini tidak 

bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan memberikan penjelasan analitis mengenai 

dinamika implementasi Zona Integritas pada konteks kebijakan yang relatif seragam. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan zona integritas pada UPTD Puskesmas di 

Kabupaten Balangan telah dimulai, namun kualitas internalisasi dan konsistensi pelaksanaannya belum 

merata. Secara umum, seluruh unit kerja memahami bahwa zona integritas berkaitan dengan pelayanan 

publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Namun, pemahaman tersebut 

belum seluruhnya diterjemahkan ke dalam rencana kerja, pembagian peran, dukungan sumber daya, 

serta rutinitas pengendalian yang kuat. 
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Pada dimensi konteks, kebutuhan reformasi telah dikenali, terutama karena UPTD Puskesmas 

merupakan unit layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meskipun demikian, 

sebagian unit masih memandang zona integritas sebagai agenda penilaian, bukan sebagai strategi 

perubahan tata kelola. Kondisi ini sejalan dengan konsep institutional decoupling, yaitu ketika 

organisasi memiliki struktur formal yang tampak sesuai dengan tuntutan kebijakan, tetapi praktik 

sehari-hari belum sepenuhnya berubah (Meyer & Rowan, 1977; Bromley & Powell, 2012).  Dalam 

perspektif institutional decoupling, pembangunan Zona Integritas berisiko menjadi kepatuhan hukum 

semu apabila pemenuhan dokumen tidak diikuti perubahan perilaku aparatur. Menurut Westheimer & 

Kahne (2004) kondisi ini menunjukkan rendahnya civic virtue, karena nilai Pancasila, etika pelayanan, 

tanggung jawab kewargaan, dan keadilan sosial belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik 

pelayanan publik. 

Pada dimensi input, perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan komitmen pimpinan menjadi 

faktor pembeda utama antar puskesmas. Beberapa unit memiliki tim kecil yang memahami indikator 

zona integritas, tetapi sebagian lain belum memiliki pemahaman teknis yang memadai. Dukungan 

anggaran khusus juga terbatas, sehingga pemenuhan bukti dukung, sosialisasi, inovasi pelayanan, dan 

monitoring lebih banyak bergantung pada inisiatif internal. Dalam konteks organisasi publik, 

keterbatasan kapasitas seperti ini dapat melemahkan pelaksanaan reformasi meskipun kebijakan formal 

sudah tersedia (Fernandez & Rainey, 2006). 

Pada dimensi proses, pelaksanaan enam area perubahan masih cenderung administratif. 

Pembentukan tim, penyusunan dokumen, dan pengumpulan bukti dukung telah dilakukan, tetapi belum 

seluruhnya diikuti oleh pemetaan area rawan korupsi, manajemen risiko, komunikasi perubahan yang 

terstruktur, penguatan pengaduan, serta monitoring rutin oleh pimpinan. Di beberapa unit, koordinasi 

tim belum stabil dan pemahaman pegawai terhadap konsep zona integritas masih beragam. Pada unit 

yang berada di wilayah lebih jauh, keterbatasan jaringan dan listrik juga memengaruhi konsistensi 

pengelolaan bukti dukung digital. 

Pada dimensi produk, kesenjangan hasil terlihat cukup jelas. Dari lima UPTD Puskesmas yang 

dievaluasi, hanya UPTD Puskesmas Juai yang memenuhi ambang batas pengusulan WBK dengan nilai 

83,06 pada komponen pengungkit dan hasil. UPTD Puskesmas lain belum memenuhi nilai minimal, 

antara lain UPTD Puskesmas Paringin dengan nilai 67,56 dan UPTD Puskesmas Tanah Habang dengan 

nilai 61,62, sedangkan unit lainnya belum sepenuhnya siap untuk dinilai secara lengkap. Dengan 

demikian, tingkat keberhasilan formal baru mencapai 20 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan zona integritas tidak hanya diukur dari kualitas layanan, tetapi dari kemampuan unit 

mengubah sistem pelayanan menjadi sistem yang berintegritas, terdokumentasi, terukur, dan 

dikendalikan secara berkelanjutan. 

Tabel 1. Ringkasan temuan evaluasi CIPP pembangunan zona integritas 

Dimensi Temuan utama Implikasi 

Context Kebutuhan reformasi telah dipahami, tetapi 

belum sepenuhnya masuk dalam prioritas 

manajerial harian. 

Zona integritas masih berisiko 

dipahami sebagai agenda penilaian, 

bukan budaya kerja. 

Input Kapasitas SDM, komitmen pimpinan, 

anggaran, dan fasilitasi teknis berbeda antar 

puskesmas. 

Kesiapan unit menjadi tidak merata dan 

sangat bergantung pada tim kecil. 

Process Enam area perubahan telah dijalankan, namun 

dominan administratif dan belum kuat pada 

manajemen risiko serta monitoring. 

Perubahan perilaku dan pembelajaran 

organisasi belum berjalan optimal. 

Product Hanya satu dari lima puskesmas memenuhi 

ambang batas pengusulan WBK. 

Capaian layanan dan akreditasi belum 

otomatis menjamin keberhasilan 

reformasi integritas. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00028312041002237
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00028312041002237
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Peran 

APIP 

APIP telah melakukan pembinaan dan 

penilaian, tetapi intensitas pendampingan masih 

terbatas. 

APIP perlu diperkuat sebagai fasilitator 

perubahan, bukan hanya penilai 

dokumen. 

Peran APIP menjadi temuan penting dalam penelitian ini. APIP telah membantu UPTD puskesmas 

melalui pembinaan, klarifikasi indikator, reviu bukti dukung, dan penilaian kesiapan. Namun, 

efektivitas APIP akan lebih kuat apabila fungsi pembinaan tidak berhenti pada pemeriksaan 

kelengkapan dokumen. APIP perlu berperan sebagai fasilitator perubahan yang membantu unit 

mengidentifikasi kelemahan sistemik, memperkuat pengendalian internal, memandu tindak lanjut, dan 

memastikan rekomendasi menghasilkan perubahan nyata. Peran ini sejalan dengan kerangka assurance 

dan consulting dalam praktik audit intern pemerintah yang menuntut APIP memberi nilai tambah bagi 

organisasi (The Institute of Internal Auditors, 2017). 

Berdasarkan kondisi tersebut, peran APIP memiliki keterkaitan kuat dengan nilai Pancasila, pada 

sila ke-2 dan sila ke-5.  Pada sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, APIP berperan 

memastikan pembangunan Zona Integritas tidak hanya berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi 

benar-benar memperbaiki kualitas pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Melalui pembinaan, reviu, 

klarifikasi, dan pendampingan, APIP membantu agar pelayanan kesehatan dijalankan secara beretika, 

manusiawi, tidak diskriminatif, serta menghormati hak masyarakat sebagai penerima layanan. 

Pada sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, APIP berperan mendorong agar 

pengendalian internal, tindak lanjut rekomendasi, dan perbaikan sistem pelayanan menghasilkan 

manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Artinya, pengawasan APIP harus memastikan pelayanan publik 

menjadi lebih transparan, mudah diakses, akuntabel, dan adil, terutama bagi masyarakat yang 

membutuhkan layanan dasar kesehatan. 

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa akreditasi UPTD Puskesmas dan zona integritas 

perlu diintegrasikan. Akreditasi telah mendorong standar mutu layanan, sedangkan zona integritas 

menekankan tata kelola bersih, antikorupsi, dan kepuasan masyarakat. Apabila keduanya berjalan 

terpisah, unit kerja dapat terlihat baik dari sisi mutu layanan, tetapi belum kuat dari sisi budaya integritas 

dan pengendalian risiko. Dalam perspektif reformasi sektor publik, pemisahan antara instrumen mutu, 

pengukuran kinerja, dan kontrol integritas dapat menimbulkan tekanan administratif tanpa perubahan 

substantif yang memadai (Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2011). Integrasi dapat dilakukan melalui 

pemetaan indikator bersama, penguatan SOP layanan berisiko, penggunaan hasil survei kepuasan 

sebagai dasar perbaikan, pengelolaan pengaduan yang terukur, serta monitoring pimpinan yang 

terdokumentasi. 

Dari sisi manajemen perubahan, keberhasilan zona integritas sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

pimpinan membangun urgensi, membentuk koalisi perubahan, mengomunikasikan arah perubahan, dan 

menciptakan capaian cepat yang dapat dirasakan pegawai maupun masyarakat. Ketika pimpinan hanya 

memberikan dukungan normatif tanpa pembagian tugas, batas waktu, dan pemantauan, pembangunan 

zona integritas mudah berubah menjadi kerja administratif. Sebaliknya, ketika pimpinan aktif 

menggerakkan tim, mengevaluasi hambatan, dan menggunakan data layanan untuk perbaikan, peluang 

keberhasilan menjadi lebih besar (Kotter, 1996; Bass & Avolio, 1994). 

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa reformasi birokrasi sering 

menghadapi kesenjangan antara kepatuhan formal dan perubahan substantif. Pembangunan zona 

integritas membutuhkan kombinasi antara kebijakan, kapasitas organisasi, kepemimpinan, pengawasan, 

dan budaya kerja. Dalam konteks puskesmas, reformasi integritas juga harus dikaitkan dengan nilai 

pelayanan warga negara, karena masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi pemilik hak atas 

layanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Hal ini memperkuat kritik terhadap 

paradoks kinerja sektor publik, ketika capaian administratif terlihat baik tetapi belum selalu 

mencerminkan perubahan substantif bagi masyarakat (Van Thiel & Leeuw, 2002). 
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Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Zona Integritas pada lima UPTD Puskesmas 

di Kabupaten Balangan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi sebagai agenda reformasi birokrasi yang 

berkelanjutan. Hambatan utama tidak terletak pada komitmen kebijakan, melainkan pada belum 

optimalnya internalisasi nilai integritas dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, implementasi 

program, monitoring, dan budaya organisasi, sehingga dari lima puskesmas yang dievaluasi hanya satu 

unit memenuhi ambang batas pengusulan WBK. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

pembangunan Zona Integritas tidak dapat diukur semata-mata melalui pemenuhan indikator 

administratif, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan etika publik, akuntabilitas, transparansi, 

keadilan pelayanan, dan tanggung jawab aparatur sebagai bentuk praktik kewargaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi memerlukan integrasi Zona 

Integritas ke dalam sistem perencanaan, manajemen kinerja, akreditasi puskesmas, pengendalian 

internal, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara yang menekankan 

kepemimpinan berintegritas dan pengawasan yang berkelanjutan. Dalam perspektif Ethical-Values and 

Civic Approach, pembangunan Zona Integritas merupakan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, 

etika publik, tanggung jawab kewargaan, dan keadilan sosial yang harus tercermin dalam setiap praktik 

pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengintegrasikan 

pembinaan ideologi Pancasila, etika birokrasi, dan pendidikan kewargaan bagi aparatur ke dalam 

kebijakan pembangunan Zona Integritas sebagai strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang 

bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
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